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PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR31 
TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ATAS PERATURAN 
DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 
BUNGO TAHUN ANGGARAN 2016 

TENTANG 
NOMOR 02 TAHON 2016 

PROVINS! JAMBI 
PERATURANBUPATIBUNGO 

BUPATI BUNGO 



c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan 

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan B 

Bungo omor 31 Tahun 2015 tentang Penjabaran Atas Peraturan Daerah · o 

Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten B =­ 

Tahun Anggaran 2016: 

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2016 dalam Point V Hal-hal Khusus Lainnya pada angka 24 dalam °bal Pemerintah 

Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjan yang 

telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya, maka harus dianggarkan kembali 

akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2016 sesuai kode rekening be 

Tata cara penganggaran dimaksud terlebih dahulu melakukan peru 

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran _Q 

diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Perarerza 

Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 ; 

a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan penyaluran dan penggunaan dana desa perlu 

dilakukan Pergeseran Anggaran Antar Kegiatan dan Antar Satuan Kerja Perangkat 

Daerah Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2016; 

mm bang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BUNGO, 

TENT ANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 31 TAHUN 2015 
NT ANG PENJABARAN AT AS PERA TURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2015 TENT ANG 

ANG GARAN PEND AP AT AN DAN BELANJA DAERAH KABUP ATEN BUNGO 
T AHUN ANGGARAN 2016 

PERATURANBUPATIBUNGO 

NOMORo,J.'AHUN 2016 

BUPATIBUNGO 
PROVINS! JAMBI 



6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 omor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

indang -Lndang Nomor 25 Tahun 20 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

aran _ ·egara Rep esia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4206); 

gingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom 

Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 

Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2755); 

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 

(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 

dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indopnesia Tahun 1994 Nomor 62, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih 

dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 

Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 

Sarolangun Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); 



15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4712); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Imum (Lembaran . .egara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

T baraa ' .egara Rec · ·omor 4502); 

4090); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan 

atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5495); 

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­ 

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4438); 



_-. Peraruran Daerah I omor L Tahun _007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 

'et!.ail_an Daerah (Lem aran Daeraa ., _QO • .omor 12); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian 

Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 

Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 

26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015 tentang Tata Cara 

Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 

kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

22. Peraturan Pernerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5272); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistern Informasi Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4578); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

1 . Peraturan Pernerintah ·orno - - I "' - tentang Pinjarnan Daerah (Lembaran 

. egara Republik Indonesia Tahun _oo- omor 136, Tarnbahan Lernbaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4574); 



Rp. 584.622.543.159,00 
Rp. 0,00 

606.744.000,00 
_Q_99.400.000,00 

.: ...: 3.:. - .:0.000.00 

'"' Belanja: 
a Belanja Tidak Langsung : 

1 . Belanja Pegawai 
~ . Belanja Bunga 
3 . Belania u sidi 

Rp. 118.736.601.277,50 
Rp. 971.929.601.372,00 
Rp. 233.329.801.271.00 
Rp. l.323.996.003.920,50 

a. Pendapatan Asli Daerah 
b. Dana Perimbangan 
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah 

Jumlah Pendapatan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 terdiri atas: 

1. Pendapatan : 

Pasal 1 

Pasal I 

pa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bungo Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penjabaran At.as 

~ Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

:- go Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2015 Nomor 33), sebagaimana telah 

oah dengan Peraturan Bupati Bungo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupari 

go . omor 31 Tahun 2015 tentang Penjabaran Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 ten==::.:: 

-:~.;:,aran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2016 (Berita Irc..e-.:...:: 

~:ipaten Bungo Tahun 2016 Nomor 1), diubah lagi sebagai berikut: 

· . Ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf a dan huruf b diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai U\.iu..::..: ...... 

PERATURAN BUPATI BUNGO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 31 TAillJN 2015 TENTANG 
PENJABARAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO 
T AHUN ANGGARAN 2016 

enetapkan 

MEMUTUSK.AN: 

29. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Kewajiban Pemerintah 

Daerah Tahun 2015 yang Dibebankan Pada kode Rekening Pengeluaran .Pembiayaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bungo Tahun 2015 Nomor 33); 

_g_ Peraruran Daerah • ·omor 9 Tan - : · n - .....::..; .~t:..:-=- reccaoaran can Be anja 
Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran _016 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bungo Tahun 2015 Nomor 9); 



- Dengan adanya Perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka beberapa ketentuan dalam 

Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penjabaran Atas 

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2015 Nomor 33), 

sebagaimana teiah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor I Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penjabaran Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2016 

(Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 1 ), diubah sehingga menjadi sebagaimana 

tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini; 
- Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 

2016 dan Penjabaran Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun 

Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Bupati Bungo Nomor 31 Tahun 

_015 tentang Penjabaran Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bungo 

Tahun 2015 omor 33); 

masih tetap berlaku sepanjang tidak mengalami perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 2. 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) Rp.0,00 
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6). Belanja Bagi Basil Rp. 1.146.352.000,00 
7). Belanja Bantuan Keuangan Rp. 116.817.012.944,00 
8). Belanja Tidak Terduga Rp. 1.000.000.000,00 

Rp. 729.827.812.103,00 

b. Belanja Langsung: 
1 ). Belanja Pegawai Rp. 123.909.147.100,00 
2). Belanja Barang dan Jasa Rp. 275.067 .561.572,62 
3). Belanja Modal Rp. 185.939.469.464,51 

Rp. 584.916.178.137,13 
Jurnlah Belanja Rp. l.314.743.990.240,13 
Surplus Rp. 9.252.013.680,37 

3. Pembiayaan : 
a. Penerimaan Rp. 0,00 
b. Pengeluaran Rp. 9.252.013.680,37 

Jurnlah Pembiayaan Netto Rp. (9.252.013.680,37) 



.--\ DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2016 NOMOR 

H.RIDWANIS 

,----t'kan di Muara Bungo 
ianggai 

TARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO, 

H. SUDIRMAN ZAINI 

Ditetapkan di Muara Bungo 
pada tanggal (0 - ~ _ ~0 • 1 - 

BUPATI BUNGO 

m;..,..,1,1~~" Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

• empatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo. 

Pasal II 
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